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1. LATAR BELAKANG

Dinamika pemanfaatan ruang yang berlangsung cepat membutuhkan sistem pengelolaan ruang yang komprehensif, akurat, dan up to date. Di perkotaan, dinamika pembangunan yang terjadi ditunjukkan dengan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi. Berdasarkan data World resources tahun 2000, tercatat bahwa antara tahun 1990-1995, laju pertumbuhan  penduduk perkotaan mencapai 4,76% lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk nasional yang mencapai 1,7%. Diperkirakan pada akhir tahun 2018, sekitar setengah dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan (52%).

Kondisi ini telah mengakibatkan dampak yang tidak sederhana. Pemenuhan kebutuhan lahan dan infrastruktur menjadi hal yang sangat penting. Dampak dari urbanisasi yang sangat tinggi ini dalam jangka pendek (dan mungkin akan terus berlanjut) ditunjukkan dengan:

1. Terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang mencapai 30,000 hektar pertahun (Kompas, 10 October, 2001).

2. Meningkatnya polusi udara terutama oleh kendaraan bermotor yang mencapai 70 % dari total polusi udara di perkotaan (Kompas, 21 September, 2002).

3. Penghunian kawasan bantaran sungai, yang seharusnya menjadi kawasan penyangga, mengakibatkan penurunan kualitas daerah aliran sungai yang mencapai 20% dari daerah aliran sungai yang ada (Dep. Kimpraswil, 2002)

Di sektor kehutanan, tuntutan akan peningkatan pendapatan ditunjukkan dengan adanya perubahan fungsi hutan, baik lindung maupun industri, menjadi budidaya atau lainnya yang mencapai 3,4 juta hektar setiap tahunnya (World Resources Institute, 2000). Pembukaan hutan tersebut telah mengakibatkan pertambahan lahan kritis dengan pertambahan per tahunnya sekitar 1-2% dari luas lahan pertanian.

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan data dan informasi termasuk peta, yang akurat, mudah diakses dan up to date dengan dinamika pemanfaatan ruang yang terjadi menjadi sangat penting dalam mewujudkan penataan ruang yang efisien dan efektif. Dengan adanya data dan informasi tersebut, kebijakan-kebijakan penataan ruang yang dikeluarkan dapat cepat merespon kebutuhan yang ada dan valid dengan permasalahan yang muncul. 

Meskipun demikian, dalam mempersiapkan peta-peta yang akurat, mudah diakses dan up to date tersebut tidak hanya harus valid secara teknis dan  hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Pelibatan pelaku pembangunan seperti masyarakat, organisasi profesi, dan dunia pendidikan menjadi hal yang mutlak. Tanpa adanya partisipasi dari pelaku pembangunan tersebut, duplikasi data dan ketidak cocokan informasi akan menghambat pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, akan memunculkan ketidak efisienan ditinjau dari pembiayaan pengadaan peta. 
2. ISU / PERMASALAHAN

Mengingat dinamika pembangunan yang sangat cepat telah mengakibatkan proses penataan ruang tidak bisa dilakukan secara konvensional. Salah satu hal yang cukup menonjol adalah bahwa penataan ruang tidak bisa dilaksanakan hanya oleh inisitif pemerintah atau perencana saja, akan tetapi dalam prosesnya pelibatan masyarakat menjadi sangat penting.

Terkait dengan hal tersebut, keberadaan peta sebagai “alat analisis” dalam proses penataan ruang tidak bisa steril dari pelibatan masyarakat. Meskipun demikian, dalam menghasilkan peta yang akurat, up to date, dan mudah diakses masih terdapat issue-issue sebagai berikut :

1. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap peta-peta yang dihasilkan sehingga masyarakat hanya menerima hasil pemetaan dan tidak bisa melakukan partisipasi untuk menghasilkan peta yang lebih valid.

2. Masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengadaan peta sehingga mengakibatkan masyarakat kurang begitu faham tentang instansi apa yang berwenang dalam menghasilkan suatu peta.

3. Masih lemahnya sistem pengaturan dan standarisasi dalam pemetaan mengakibatkan informasi spasial yang dihasilkan menjadi tidak standar / tidak baku dan sering terjadi penyimpangan baik dalam sistem pemetaan (standar geografis dan kedalaman informasi) maupun identifikasi pemanfaatan ruangnya.

4. Kurangnya keterlibatan stakeholder / masyarakat dalam penyusunan peta khususnya untuk skala detil / besar, mengakibatkan timbulnya “image” dari masyarakat akan ketakutan terhadap hak-hak nya atas ruang yang telah dimiliki selama ini.

5. Terbatasnya prasarana untuk proses pemetaan baik dari software dan hardware, sehingga mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan pengolahan / penyusunan peta.

6. Masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang menangani pemetaan, hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya aparat yang dapat memahami dan mempraktekkan proses pemetaan. Disamping itu dari sebaran SDM masih terakumulasi di perkotaan      

3. KONSEP PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PENATAAN RUANG

Penataan Ruang mencakup tiga tahapan yakni penyusunan rencana, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dimana dalam setiap tahapannya memerlukan peta yang akurat. Untuk itu konsep Pemetaan Partisipatif yang biasanya berskala besar, akan sangat sesuai untuk mendukung penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP).

Dalam hal konsep pemetaan partisipatif, peningkatan kemitraan dengan swasta, baik asing maupun dalam negeri untuk pengadaan “peta partisipatif”  tersebut perlu terus-menerus didorong. Pemerintah harus mampu menempatkan diri sebagai pamong yang baik, yaitu menciptakan suasana yang kondusif dengan cara memberikan bantuan teknis, menyusun pedoman-pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta aturan main lain yang membuat gairah kerja komunitas pemetaan untuk melakukan partisipasinya dalam kegiatan pemetaan menjadi lebih maju dan berkembang cepat. Sehingga diharapkan penyediaan informasi spasial (peta) yang akurat yang nantinya akan digunakan sebagai data masukan dalam perencanaan tata ruang akan bisa terpenuhi dengan cepat.
Lebih jauh Penataan Ruang yang implementatif akan dijadikan rujukan oleh seluruh stakeholdernya atau menjadi komitmen seluruh stakeholder, sehingga Penataan Ruang tersebut partisipatif. Produk Penataan Ruang yang partisipatif akan mudah dijadikan sebagai pedoman oleh stakeholder apabila disajikan dalam bentuk peta yang partisipatif (user oriented tetapi terstandarkan).

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang yang handal dan implementable memerlukan masukan data peta yang akurat dan tepat waktu. Dilain pihak Kebijakan dan Strategi bidang Penataan Ruang yang berorientasi pada Otonomi Daerah adalah yang mempertimbangkan keberagaman lokal (sosial, budaya, dan masyarakat). Sehingga Kebijakan dan Strategi bidang Penataan Ruang yang partisipatif disusun dengan melibatkan stakeholder, terutama masyarakat.

Adanya kebutuhan akan Informasi yang transparan (khususnya mengenai informasi keruangan / spasial), yang sangat diperlukan untuk masa sekarang ini sesuai dengan era reformasi dan transparansi dalam segala bidang, maka “pemetaan partisipatif” merupakan metode alternatif dalam rangka penyediaan informasi spasial yang melibatkan masyarakat, yang nantinya dapat digunakan sebagai informasi pendukung kebijakan, sehingga tidak terjadi lagi adanya tumpang tindih kebijakan pembangunan di lapangan.
Struktur dan Pola Pemanfaatan Lahan yang merupakan bagian dari produk Penataan Ruang akan lebih mudah dipahami dan dilaksanakan apabila dipetakan dengan cara professional dan partisipatif. Lebih jauh produk hukum dan kelembagaan perlu terus didorong keberadaanya yang akan dapat mendorong difungsikannya pemetaan partisipatif.

Disamping itu Pemetaan Partisipatif akan mempunyai gaung (maslahat) besar apabila dilaksanakan oleh suatu tatanan kelembagaan yang mempunyai network luas dan manajemen yang baik serta sumberdaya manusia yang professional.

4. KEBIJAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PENATAAN RUANG

Kebijakan Dan Strategi Pemetaan Partisipatif Dalam Penataan Ruang, mencakup: 

· Meningkatkan sumber daya pendukung pemetaan yang meliputi sumber daya manusia, perangkat keras, piranti lunak, dan sistem kelembagaan, sehingga proses partisipatif dapat dilaksanakan.

· Melibatkan stakeholder professional dalam pemetaan partisipatif. Spasialisasi kawasan dalam bentuk peta akan memudahkan stakeholder dalam berpartisipasi, untuk itu pemetaan partisipatif yang melibatkan stakeholder professional dalam bidang pemetaan untuk dapat menyajikan gambaran kawasan secara spasial perlu terus ditingkatkan.

· Pemetaan partisipatif diarahkan supaya proses pemetaan dapat dilakukan oleh komunitas di daerah masing-masing. Sehingga informasi spasial yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dijaga keberlangsungannya. 

· Mendukung lancarnya proses penyelenggaraan Penataan Ruang dalam era Otonomi Daerah melalui peningkatan pelibatan “masyarakat setempat” dalam penyusunan informasi spasial, dengan demikian karakteristik lokal dapat dijabarkan kedalam informasi spasial.

5. STRATEGI  PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PENATAAN RUANG

· Meningkatkan “marketing system” baik melalui media cetak dan elektronik (radio, TV dan internet) maupun seminar / workshop tentang produk-produk terkait dengan pemetaan baik yang berupa pedoman-pedoman dan petunjuk teknis maupun yang berupa produk petanya itu sendiri.
· Menggalakkan sistem pemetaan partisipatif, melalui peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat, terutama pada kawasan-kawasan strategis yang diprioritaskan seperti Kapet atau daerah yang yang menjadi prime-mover wilayah, ataupun pemetaan  tema yang mampu menggambarkan fenomena pesisir yang akan tenggelam, lahan pangan yang lambat laun menghilang, serta yang mampu meminimasi konflik penatagunaan hutan dengan eksplorasi pertambangan dsb.

· Menumbuhkan kepedulian tentang pentingnya sarana dan prasarana pemetaan melalui dukungan bantuan teknis pengadaan software dan hardware bidang pemetaan kepada pemerintah daerah.

· Melakukan pembinaan teknis kepada daerah melalui penyedian pedoman-pedoman dalam bidang pemetaan dan pelatihan SDM.

· Melakukan jejaring kelembagaan masyarakat di bidang pemetaan untuk melakukan proses updating dan evaluasi terhadap muatan petanya.

· Melakukan koordinasi dengan institusi terkait bidang pemetaan yang dikoordinasikan oleh Bakosurtanal.

6. PENUTUP

Dari uraian di atas ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu:

· Pemetaan Partisipatif pada akhirnya akan dapat mendorong perkembangan dibidang pemetaan atau penyediaan informasi keruangan, sehingga penyediaan informasi keruangan sebagai input dasar dalam menyusun Rencana Tata Ruang akan dapat terpenuhi.
· Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif perlu dilakukan secara baik, dalam arti professional (kelembagaan dan human resources nya baik), yang melibatkan seluruh stakeholder, sehingga akan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik, khususnya terkait dengan keakuratan informasi spasial (peta) yang disusun. 

· Peningkatan pelaksanaan pemetaan partisipatif pada gilirannya akan ikut meningkatkan kinerja penataan ruang di suatu daerah, sehingga akan terjadi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

· Melalui Pemetaan Partisipatif akan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap muatan yang ada dalam peta, sehingga proses updating informasi dapat dilakukan secara berkesinambungan.

· Pemetaan partisipatif dapat mendorong terwujudnya Efisiensi dan efektifitas pengadaan peta karena transaction cost yang terjadi akibat duplikasi pengadaan peta dan ketidak jelasan kewenangan institusi yang mengelola peta, dapat dikurangi.

· Pemetaan Partisipatif perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam rangka mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Propinsi.
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